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Abstraksi 
Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2006 tidak 
memperbolehkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan 
upaya hukum peninjauan kembali, namun karena memiliki alasan 
demi kepentingan negara, Jaksa Penuntut Umum tetap 
mengajukan peninjauan kembali. Hal ini terjadi akibat multi 
tafsirnya ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga 
Pemohon a.n Anna Boentaran yang merasa dirugikan hak 
konstitusionalnya mengajukan uji materi pasal tersebut terhadap 
UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. 
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A. Latar Belakang 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum.
1
 
Berdasarkan wewenang Mahkamah Konstitusi sudah tepat 
jika Pemohon atas nama Anna Boentaran mengajukan 
Permohonan uji materi (judicial riview) Pasal 263 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
                                                 
       
1
 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sekretariat Jenderal MPR RI, 
2012), h. 151-152. 
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Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke 
Mahkamah Konstitusi. 
Kasus peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
ini berawal dari kasus Sengkon dan Karta pada saat Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih sedang 
dalam pembahasan oleh pemerintah dan DPR RI, maka kuat 
sekali dorongan dari masyarakat di masa itu agar hukum acara 
pidana memberikan jalan keluar dalam kasus seperti Sengkon-
Karta. Itulah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya lagi 
Perma No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali dalam acara 
Pidana. 
Ketika hukum acara pidana pengganti Het Herziene 
Inlandsch Reglement (HIR) masih sedang dalam tahap 
perumusan untuk disahkan, maka akhirnya aturan di dalam Perma 
Tahun 1980 itu kemudian dimasukkan menjadi Pasal 263 s/d 269 
KUHAP, yang juga berlaku dalam lingkungan peradilan militer. 
Kiranya bisa dipahami bahwa peninjauan kembali sebagai upaya 
hukum luar biasa tidak mudah untuk begitu saja dimasukkan 
sebagai aturan hukum positif sebab sudah ada aturan hukum 
mendasar yang juga berlaku universal tentang ne bis in idem 
(tidak boleh mengadili perkara yang sama dua kali). 
Oleh karena itu, penggunaan PK diatur sebagai upaya hukum 
luar biasa yang menjadi sangat liminatif, antara lain PK hanya 
dapat diajukan satu kali saja (Pasal 268 ayat (3)), dan lagi 
permintaan PK tidak menangguhkan maupun menghentikan atau 
eksekusi dari putusan yang sedang diajukan PK (Pasal 268 ayat 
(1)). Adapun alasan pengecualian terhadap upaya PK hanyalah 
putusan bebas (vrijspraak) atau lepas (ontslag).
2
 Sebagaimana 
dalam ayat (1) Pasal 263:  
“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hokum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat 
mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung”.3 
                                                 
       
2
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, 
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), cetakan ke-2 h. 308-309. 
       
3
 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 
Cetakan ke-18, h. 339. 
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Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut sebenarnya 
sudah jelas bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali 
yaitu terpidana atau ahli warisya. 
Ketentuan ini merupakan kelemahan dari KUHAP, dan hal 
ini yang menimbulkan perdebatan yang ramai pada tahun 1996 
dalam kasus Muchtar Pakpahan. Dalam kasus ini, pada tingkat 
kasasi terdakwa Muchtar Pakpahan dibebaskan dari tuduhan 
menghasut pemogokan buruh. Kemudian Jaksa mengajukan 
peninjauan kembali (yang secara tegas tidak disebutkan) terhadap 
putusan kasasi ini, dan menghukum Muchtar Pakpahan terbukti 
menghasut buruh untuk melakukan demonstrasi atau pemogokan 
di Medan.
4
 
Kemudian pada tahun 2008 muncul kembali kasus Joko 
Soegiarto Tjandra dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/Jak.Sel juncto Putusan Nomor 
1688 K/Pid/2000 yang menyatakan: “menimbang, bahwa 
berdasarkan pertimbangan unsur delik tersebut di atas, 
Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana dalam dakwaan primair 
terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 
pidana melainkan termasuk perkara perdata, maka Terdakwa 
harus dilepas dari tuntutan hukum (onslag van rechtsverfolging); 
satu dan lain hal karena tidak adanya sifat melawan hukum 
(wederrechtelijk heid) atas perbutannya”. Dalam Putusan tingkat 
pertama hingga banding dinyatakan bahwa Terdakwa harus 
dilepas dari tuntutan hukum. 
Delapan tahun kemudian setelah putusan tersebut 
dikeluarkan dan dieksekusi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 
Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 
1688/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001. Dalam putusan tersebut, 
suami Pemohon dinyatakan terbukti turut seta melakukan tindak 
pidana korupsi dan dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara
5
. 
Menurut Lamintang, tujuan diadakannya lembaga Peninjauan 
Kembali adalah agar kesalahan atau kelalaian yang mungkin telah 
dilakukan oleh para Hakim dalam memeriksa dan mengadili 
orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dapat 
diperbaiki oleh MA. Akan tetapi, timbul kebingungan kepada 
                                                 
       
4
 Moh. Taufik M & Suhasril, Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan 
Praktek, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cetakan ke-2, h. 231. 
         
5
 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 6. 
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masyarakat hukum ketika Putusan No.55 PK/Pid/1996 (kasus 
Muchtar Pakpahan) dikeluarkan oleh MA yang menanggapi 
pengajuan PK oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 18 
Maret 1996. MA mengatakan bahwa “secara formal permohonan 
kejaksaan untuk PK terhadap putusan kasasi No. 395 K/Pid/1995 
tanggal 29 September 1995 dapat diterima sehingga dapat 
diperiksa kembali”. Kasus ini kemudian melahirkan kesimpulan 
bahwa JPU adalah pemohon dalam pengajuan permintaan PK 
selain terpidana dan ahli waris sebagaimana Pasal 263 ayat (1) 
KUHAP.
6
 
Namun demikian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 84 PK/Pid/2006 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 
263 ayat (1) KUHAP Jaksa Penuntut Umum tidak berhak untuk 
mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan pidana yang 
berkekuatan hukum tetap. Meski demikian dalam kenyataannya 
JPU masih melakukan permohonan Peninjauan Kembali ke 
Mahkamah Agung dengan alasan bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) 
tersebut tidak secara tegas melarang atau memperbolehkan JPU 
untuk mengajukan peninjauan kembali.   
Akibat multitafsirnya Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, 
sehingga timbullah permohonan uji materi (judisial riview) di 
Mahkamah Konstitusi yaitu terhadap Pasal 263 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat 
(1), Pasal 28G, Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di sinilah urgensi 
kajian hokum tentang analisis yuridis putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang larangan jaksa 
penuntut umum mengajukan peninjauan kembali. 
 
B. Problematika Jaksa Terhadap Upaya Peninjauan Kembali 
dalam Perkara Pidana 
Lembaga Peninjauan Kembali sudah lama dikenal di 
Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda yang dikenal dengan 
istilah Herziening yang diatur dalam Title 18 Reglemen op de 
Strafvordering Staadsblad No. 40 jo. No. 57 (dalam perkara 
                                                 
       
6
 Muh. Djaelani Prsetya, Skripsi, Analisis Yuridis Mengenai Keputusan 
Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang No. 8 
Tahun 1981 (Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 Tentang 
Peninjauan Kembali), (Universitas Hasanuddin Makasar, 2014), h. 15. 
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perdata), tetapi hanya untuk orang Belanda atau yang 
dipersamakan, tidak berlaku lagi pribumi yang saat itu disebut 
sebagai “inlander”.7 
 Aspek “peninjauan kembali putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ini secara liminatif 
diatur pada Bab XVIII, Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan 
Pasal 269 KUHAP dan Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 
2004 khusus perkara pidana. Sedangkan untuk perkara perdata 
diatur di dalam Bab IV Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 67 
sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 
tentang Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Pasal 23 Undang-
Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur peninjauan kembali 
terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap baik terhadap perkara perdata dan pidana. Secara 
historis sebelum berlakunya KUHAP peninjauan kembali ini 
dipergunakan padanan istilah Herziening untuk perkara pidana 
dan istilah Recuest Civiel (Rekes Sipil) untuk perkara perdata 
yang tampaknya berasal dari ketentuan Pasal 356 sampai dengan 
Pasal 360 Reglemen op de Strafvordering Staadsblad. 
8
 
 Setelah kemerdekaan Indonesia 1945 sebagai bangsa yang 
merdeka tuntutan untuk adanya suatu bentuk upaya hukum 
terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap terus bergulir dan hal tersebut terwujud dengan disahkannya 
Undang Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 yang berbunyi: 
“Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur 
dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat 
menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus 
diselesaikan”. 
 Pada tahun 1969 Mahkamah Agung mengeluarkan 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 tentang 
Peninjuan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap akhirnya dicabut dengan 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1970. 
                                                 
         
7
 Marwan Effendy, Sistem Peradian Pidana: Tinjauan Terhadap 
Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 255. 
           
8
 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, 
Teoritis,  Praktis dan Masalahnya, (Bandung: PT. Alumni, 2011), cet. ke-2, h. 
364. 
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Walaupun Perma No. 1 Tahun 1969  tersebut telah dicabut, 
tetapi oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam 
Pasal 21 yang berbunyi: 
“Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang 
ditetukan dengan Undang-Undang terhadap putusan 
Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan”. 
Kebutuhan untuk memberi payung hukum terhadap lembaga 
Peninjauan Kembali ini kemudian diakomodir oleh Pemerintah 
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat 
pembahasan KUHAP yang sekarang telah disahkan dan 
diundangkan sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, bahkan 
Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman juga turut mengatur tentang Peninjauan Kembali 
dimaksud. 
Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1981 menyatakan: 
“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut 
umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang 
berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak 
terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan 
kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini” 
Menurut KUHAP yang berhak untuk mengajukan upaya 
hukum luar biasa Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli 
warisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (1): 
“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat 
mengajukna permintaan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung”.   
 Kapasitas Jaksa mengajukan upaya hukum Peninjauan 
Kembali adalah mewakili negara atau kepentingan umum dalam 
proses penyelesaian perkara pidana. Adapun dasar hukum yang 
dipergunakan Jaksa dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan 
Kembali adalah: 
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1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 
“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan 
dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah 
Agung, apabila teredapat hal atau keadaan tertentu yang 
ditentukan dalam undang-undang”. 
Berdasarkan penafsiran historis yang menyatakan 
bahwa “cara penafsiran ini dilakukan bersandar pada 
riwayat pembentukan Undang-Undang. Dalam hal ini harus 
dipelajari segala bahan-bahan yang merupakan riwayat 
pembentukan Undang-Undang”. 
Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Thun 
1970 bahwa yang dimaksud “ yang berkepentingan” adalah: 
a. Terpidana/ahli warisnya dan  
b. Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum). 
2. Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP 
tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa berhak untuk 
mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada 
Mahkamah Agung, namun yang jelas ketentuan pasal ini 
tidak melarang Jaksa untuk mengajukan Peninjauan 
Kembali. 
3. Pasal 263 ayat 3 KUHAP menyatakan: 
“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut 
pada ayat (2) terdapat putusan yang telah memeperoleh 
kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan 
Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu 
perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan 
tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. 
Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat 3 KUHAP ini 
tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan 
menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk 
mengajukan permintaan Peninjauan Kembali mengingat hal 
ini justeru akan merugikan bagi dirinya. 
Pasal inilah yang dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum 
bahwa institusi Jaksa adalah sebagai pihak yang 
berkepentingan (di luar terpidana atau ahli warisnya). 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut dalam memori Peninjauan 
Kembali yang diuraikan oleh Jaksa dalam menyatakan 
melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali bersifat alternatif 
atau komulatif terdiri dari: 
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1. Adanya novum (keadaan baru); 
2. Pada pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu 
telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan 
alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah 
bertentangan satu dengan yang lainnya.  
Misalnya dalam perkara pencarian kalim PT. Bank Bali 
Tbk yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa antara 
lain adalah Joko S. Tjandra dan Pande N Lubis yang diajukan 
secara terpisah (splitzing) namun pertimbangan putusan 
mengenai unsur “turut serta”  dari ke-2 perkara tersebut adalah 
saling bertentangan yaitu: 
a. Bahwa Putusan Pidana dalam perkara an. Joko S. Tjandra 
Nomor: 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 judex Juris 
dalam pertimbangan mengenai unsur “Turut serta” 
menyebutkan: 
“Terdakwa tidak berperan apapun dalam hal pencrian 
tagihan PT. Bank Bali tetrhadap PT. BDNI, dan tidak pula 
terbukti telah mempengaruhi pejabat BI, BPPN, Depkeu 
atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan program 
penjaminan sesuai dengan Keppres No. 26 tahun 1998”. 
b. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam 
perkara pidana an. Pande N Lubis Nomor: 380 K/Pid/2001 
tanggal 10 Maret 2004 Judex Juris dalam pertimbangan 
mengenai unsur “Turut serta” menyebutkan: 
“Bahwa unsur turut serta melakukan tersebut menurut 
pendapat Mahkaamh Agung telah dipenuhi oleh perbuatan 
terdakwa karena dipersidangan telah terbukti bahwa 
terdakwa dalam mempersiapkan pencarian kalim PT. Bank 
Bali tersebut telah terlebih dahulu membicarakannya 
dengan A. Baramuli, tanri Abeng, Joko S Tjandra, Drs 
Setya Novanto, Syahril Sabirin, Firman Soetjahya dan 
Irvan Gunardwi” 
c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1900K/Pid/2002 
tanggal 23 september 2004 atas nama terdakwa Syahril 
Sabirin dengan amarnya antatra lain: 
“Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa Syahril 
Sabirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas 
perbuatan yang didakwakan kepadanya baik dalam 
dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair; 
Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala 
dakwaan (Vrijspraak)”. 
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Pertentangan antara ke-3 putusan terjadi walaupun ke-3 
perkara tersebut didasarkan pada fakta hukum yang sama. 
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu 
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 
Akibat adanya pertentangan antara ke-3 putusan tersebut 
diatas menyebabkan timbulnya ketidakadilan dianttara ke-3 
terdakwa yang diajukan kepersidangan dengan fakta hukum 
yang sama yaitu terdakwa Pande N Lubis dinyatakan terbukti 
bersalah sedangkan terdakwa Joko S Tjandra dan Syahril 
Sabirin dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan. 
Selain itu akibat adanya pertentangan antara ke-3 putusan 
tersebut juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum 
menyangkut barang bukti uang sebesar Rp. 546.466.166.369,- 
Dimana seharusnya dalam perkara terdakwa Pande N Lubis 
yang terbukti bersalah maka barang bukti uang tersebut harus 
dikembalikan kepada negara namun majelis hakim justeru tidak 
memutuskan mengenai barang bukti uang tersebut (karena 
barang bukti uang tersebut sudah diputus dalam perkara Joko S 
Tjandra), sedangkan dalam perkara Joko S Tjandra barang bukti 
uang tersebut “dikembalikan kepada terdakwa” dan dalam 
perkara Syahril Sabirin barang bukti uang tersebut “dijadikan 
bukti dalam perkara lain”. 
Dengan dasar tersebut Memori Peninjauan Kembali yang 
diajukan oleh Jaksa diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung 
RI sehingga terhadap Joko S Tjandra maupun Syahri Sabirin 
dinyatakan terbukti bersalah. 
Pentingnya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali 
sebagai upaya terakhir dalam penegakkan hukum adalah untuk 
melindungi “kepentingan umum” yang terabaikan dalam proses 
penanganan perkara pidana. 
Dengan demikian tujuan dari pengajuan dan upaya hukum 
luar biasa Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa 
janganlah semata-mata sebagai upaya untuk “menghukum” 
namun lebih sebagai upaya melindungi “kepentingan umum”.9 
Meski demikian berdasarkan dokumen permohonan di 
Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 bahwa 
pengajuan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum tetap dianggap melanggar dari ketentuan Pasal 
                                                 
         
9
 Marwan Effendy, Sistem Peradian Pidana....................................., h. 
255-268.  
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263 ayat (1) KUHP oleh Pemohon a.n Anna Boentaran selaku 
suami dari Joko S Tjandra karena bertentangan dengan Pasal 1 
ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 281 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) dengan berbagai alasan hukum yang telah diuraikan 
dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
33/PUU-XIV/2016, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi 
berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan 
pengujian undang-undang ini; 
b. Pemohon adalah selaku warga negara Indonesia dan 
merupakan istri yang sah dari Joko S Tjandra sehingga 
mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 
ketakutan sesuai Pasal 28G UUD 1945; 
c. Bahwa hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum di 
atas belum dapat dinikmati oleh Pemohon karena kepergian 
suami Pemohon dari Indonesia disebabkan oleh penegakkan 
hukum yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil 
menjadi ciri utama dari negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) 
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni Peninjauan 
Kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap suami 
Pemohon. 
d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 
156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, tanggal 28 Agustus 2000, 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa suami 
Pemohon lepas dari tuntutan hukum karena perbuatan yang 
didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana; 
e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000 tanggal 
28 Juni 2001, dalam kasasi Mahkamah Agung menolak 
permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya putusan tersebut tetap 
mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 
f. Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 12 
PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009, Jaksa Penuntut 
Umum mengajukan  Peninjauan Kembali atas Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 
2001. Dalam putusan tersebut, suami Pemohon dinyatakan 
terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan 
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dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara. Terdapat dua 
perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari dua hakim 
agung, yaitu Prof. Komariah Sapardjaja dan Suwardi, SH., 
MH, yang pokok-pokoknya menyatakan sebagai berikut: 
1) Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. 
Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang diadakan 
untuk melindungi kepentingan Terpidana. Sejalan dengan 
penafsiran sistematis berdasarkan Pasal 3 KUHAP, maka 
Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi 
Terpidana, bukan Jaksa Penuntut Umum. 
2) Suwardi, SH., MH. 
Peninjauan Kembali dalam perkara pidana mengacu 
kepada Pasal 263 KUHP sebagai lex specialis dari Pasal 
23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 263 KUHP diatur 
secara tegas dan liminatif bahwa Peninjauan Kembali 
hanya dapat diajukan oleh Terpidana dan ahli warisnya 
dan diajukan terhadap putusan selain bebas dan lepas dari 
tuntutan hukum. Dengan demikian, Pasal 263 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus dipahami 
dalam konteks asas pembatasan kewenangan, sehingga 
Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana 
dan ahli warisnya; dan Peninjauan Kembali tidak dapat 
diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan 
hukum. 
Pendapat kedua Hakim Agung di atas sejalan dengan 
prinsip-prinsip due process of law yang menegaskan 
bahwa penegakkan hukum harus dilaksanakan sesuai 
hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang karena 
hal itu akan menghilangkan kepastian hukum serta 
mengedepankan asas pembatasan kewenangan untuk 
mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 
dan pelanggaran hak asasi manusia. 
g. Bahwa suami Pemohon telah diputus lepas dari tuntutan 
hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah 
Agung dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu 
telah dieksekusi. Namun, delapan tahun kemudian Jaksa 
Penunutut Umum mengajukan Peninjauan Kembali terhadap 
suami Pemohon, meskipun Jaksa Penuntut Umum bukan 
pihak yang diberi wewenang untuk itu dan putusan yang 
dimohonkan Peninjauan Kembali adalah putusan lepas dari 
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tuntutan hukum. Jika Jaksa Penuntut Umum sebagai 
representasi dari pemerintah ternyata bertindak sewenang-
wenang dan mengabaikan perlindungan hak asasi Pemohon 
dan suami Pemohon dengan mengajukan Peninjauan 
Kembali, lantas kemana lagi Pemohon, suami Pemohon, 
anak-anak dan keluarga akan mencari kepastian hukum dan 
jaminan atas perlindungan hukum dan keadilan?. 
h. Menurut Pemohon, kesewenang-wenangan Jaksa terjadi 
disebabkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tidak memberikan kepastian hukum, bersifat 
multi tafsir dan tidak memuat pemgaturan secara tegas 
tentang “konsekuensi yuridis” manakala Peninjauan Kembali 
dilaksanakan tidak sesuai dengan cara-cara yang ditentukan 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198. 
Ketidakpastian hukum dan sifat multi tafsir dari pasal 
tersebut membuka ruang terjadinya penegakkan hukum yang 
represif, tidak berkeadilan dan melanggar hak asasi yang 
merugikan Pemohon, suami Pemohon, anak-anak dan 
keluarga. 
i. Bahwa secara prinsipil kaidah dan norma Pasal 263 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 seharusnya 
mengandung pembatasan kewenangan bagi Jaksa Penuntut 
Umum agar tidak mengajuakan permohonan Peninjauan 
Kembali, namun hal itu tidak dipahami dan dihayati dengan 
baik oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Peninjauan 
Kembali tetap diajukan. 
j. Bahwa alasan “kepentinngan negara” atau “kepentingan 
umum” yang seringkali digunakan sebagai alasan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam mengajuakan Peninjauan Kembali 
adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan hukum dan 
sudah sepatutnya alasan “kepentingan negara dan 
kepentingan umum” seharusnya ditafsirkan sesuai dengan 
cita hukum nasional agar sejalan dengan Pancasila dan UUD 
1945. 
k. Bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung merupakan salah 
satu penjaga hukum yang dapat mencegah terjadinya 
pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum 
sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 
PK/Pid/2006. Meskipun putusan Mahkamah Agung telah 
menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang 
mengajukan Peninjauan Kembali, namun sampai saat ini 
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masih banyak ditemukan Jaksa Penuntut Umum yang 
mengajukan Peninjauan Kembali. Untuk itu diperlukan peran 
serta Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan 
Mahkamah Agung dalam mencegah pelanggaran undang-
undang, yakni pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa 
Penuntut Umum terhadap putusan bebas atau lepas dari 
tuntutan hukum, dengan cara memberikan tafsir 
konstitusional terhadap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 agar memberikan kepastian hukum dan 
menutup penafsiran yang merugikan hak-hak masyarakat 
pencari keadilan. 
l. Bahwa penafsiran yang dimaksud adalah jika Pasal 263 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dibiarkan tanpa 
perubahan dan penegasan, maka kaidah undang-undang yang 
diatur dalam pasal itu secara kondisional tetap 
inkonstitusional (conditionally unconstitutional), yakni 
bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, 
Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. 
m. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang dalam Pasal 
263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi 
conditionally constitutional, maka kaidah itu haruslah di beri 
tafsir konstitusional sehingga selengkapnya berbunyi: 
“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat 
mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung”. “permohonan Peninjauann Kembali dari 
pihak selain Terpidana dan ahli warisnya batal demi 
hukum”.10 
Sesuai dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas 
Pemohon mengajukan beberapa pokok permohonan (petitum) 
yaitu sebagai berikut: 
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji 
ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap UUD 1945; 
b. Menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 
                                                 
         
10
 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, h. 
3-11. 
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sepanjang dimaknai memberikan hak kepada Jaksa 
Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya untuk 
mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung 
dan Peninjauan Kembali dari pihak selain terpidana dan 
ahli warisnya tidak batal demi hukum; 
c. Menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang dimaknai memberikan hak kepada 
Jaksa Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya untuk 
mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah 
Agung, dan Peninjauan Kembali dari pihak selain terpidana 
dan ahli warisnya tidak batal demi hukum; 
d. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan 
menganggap Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat 
dan berlaku, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi agar 
dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 263 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 
e. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebgaimana mestinya.
11
 
Kemudian alasan tersebut diperkuat oleh pendapat 
Lilik Mulyadi bahwa: 
“...kalau kita bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 263 
ayat (1)  KUHAP, terhadap peninjauan kembali hanya 
dapat dilakukan oleh  terpidana atau ahli warisnya 
terhadap putusan-putusan pengadilan  yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan  bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum, kepada Mahkamah 
Agung dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 
2004, terhadap putusan peninjaun kembali tidak dapat 
dilakukan  peninjauan kembali”... ”.12 
                                                 
          
11
 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi........................, h. 27-28. 
          
12
  Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi........................., h. 365.  
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C. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 33/PUU- XIV/2016 
Sedikitnya ada dua hal yang menjadi bagian dari 
pertimbangan hukum. Ada bagian yang disebut sebagai ratio 
decidendi yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar 
atau alasan yang menentukan diambilnya  putusan yang 
dirumuskan dalam amar, bagian pertimbangan ini tidak dapat 
dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah 
hukum.  
Di pihak lain ada bagian pertimbangan yang tidak 
mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang 
dihadapi dan karena itu juga, tidak berkaitan dengan amar 
putusan. Hal demikian sering dilakukan karena digunakan 
sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen 
pertimbangan hukum. Bagian ini disebut sebagai obiter dictum 
yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.
13
 
Berdasarkan uraian-uraian permohonan di atas maka Majelis 
Hakim berpendapat sebagai berikut: 
1) Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
seksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan 
Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 
Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam 
penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam 
hal fakta hukumnya (feitelijkedwaling) maupun kekeliruan 
dalam hal hukumnya sendiri (dwaling omtrent het recht). 
Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan 
terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. 
Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, 
terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa 
Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu 
banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang sudah 
memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya 
hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi 
kepentingan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum atau 
Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana 
maupun ahli warisnya. 
Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu 
adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya 
                                                 
         
13
 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi............, h. 211. 
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dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli 
warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana 
seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau 
memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan 
Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang 
dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya, dengan 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 
Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun 
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah 
memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana 
maupun kepada Jaksa Penuntut Umum yang mewakili 
kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar 
biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum hukum ataupun putusan pemidanaan yang 
dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan 
banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan 
pemidanaan yang dinilai terpidana atau ahli warisnya tidak 
memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat 
diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. 
Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana 
atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan 
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari 
rumusan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, ada 
empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan 
ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 
dimaksud, yaitu: 
1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap 
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewijsde zaak); 
2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 
3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 
oleh terpidana atau ahli warisnya; 
4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap 
putusan pemidanaan. 
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2) Menimbang bahwa dalam praktiknya Mahkamah Agung 
ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlepas dari 
dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. 
Terhadap keadaan tersebut, telah silang pendapat, baik 
dikalangan akademik maupun praktisi hukum tentang 
apakah Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan 
Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, 
Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang 
pendapat tersebut. 
3) Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 
2008, dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan 
sebagai berikut: 
“...Pertanyaan timbul apakah Jaksa Penuntut Umum 
dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 
ayat (1). Memang Jaksa Penuntut Umum tidak dapat 
mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang 
mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan 
hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum 
yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. 
Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan 
pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru 
yang menunjukan kesalahan terdakwa, seandainya bukti 
tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang 
panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat 
pertama, banding, dan kasasi dipandang telah memberikan 
kesempatan yang cukup bagi Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, 
dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi 
hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa 
Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam 
proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, 
dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup...” 
Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam 
putusan Mahakamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah 
jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan 
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Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan 
hak Jaksa Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, 
padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya 
hukum  luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum 
dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali 
hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan 
Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan sekaligus tidak berkeadilan. 
Ketika Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi 
dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu 
sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek 
Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap 
subjek dan objek Peninjauan Kembali menurut Undang-
Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, 
dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak 
dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali. 
4) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
hukum di atas Mahkamah memandang penting untuk 
menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) UU 
Nomor 8/1981 adalah norma yang konstitusinal sepanjang 
tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya 
dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak 
boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala 
tuntutan hukum. Pemaknaan yang berbeda terhadap norma 
a quo akann menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. 
Untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi 
kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) UU 
Nomor 8/1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai 
lain.
14
 
                                                 
         
14
 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi.................., h. 31-38. 
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D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 33/PUU- XIV/2016  
 Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus dan 
terpisah (independen) dari Mahkamah Agung, merupakan ciri 
dari negara kebangsaan yang modern (modern nation-state), 
negara berasaskan hukum (rechtstaate) dan negara yang 
berupaya menjamin kesejahteraan warganya (welferstaate) 
pada dasarnya memiliki wewenang untuk menguji keserasian 
norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang 
lebih tinggi. Di Indonesia wewenang Mahkamah Konstiitusi 
diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi. Sedikitnya ada lima 
wewenang Mahkamah Konstitusi diantaranya: 
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
1945; 
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara; 
3. Membubarkan partai politik; 
4. Memutus sengketa hasil pemilihan umum; dan 
5. Memutus pendapat DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil 
Presiden (permohonan impeachment). 
Berdasarkan wewenang pertama di atas, permohonan uji 
materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi yang 
diajukan pemohon a.n Anna Boentaran yaitu Pasal 263 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 281 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 
Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) 
yang dilindungi oleh konstitusi dan memiliki hak 
konstitusional untuk mengajukan permohonan tersebut dan 
telah memenuhi syarat-syarat pengujian permohonan (legal 
standing) seperti yang telah diatur dalam Pasal 51 Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi. 
Latar belakang munculnya permohonan tersebut 
disebabkan adanya hak konstitusional pemohon dan suami 
pemohon serta keluarga pemohon yang dikebiri oleh 
berlakunya Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dijadikan oleh 
Jaksa Penuntut Umum sebagai landasan dalam mengajukan 
upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung. 
Sebenarnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung 
Nomor 84 PK/Pid/2006 Jaksa Penuntut Umum tidak lagi 
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diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan 
kembali, namun karena memiliki alasan demi kepentingan 
negara, Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan peninjauan 
kembali dan Mahkamah Agung menerima berkas memori 
peninjauan kembali tersebut. Meski demikian Jaksa Penuntut 
Umum tidak serta merta menjadi “kambing hitam” dalam 
permohonan ini, melainkan hal ini terjadi akibat multi 
tafsirnya ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut yang 
menimbulkan kedidakpastian hukum. Sehingga Mahkamah 
Konstitusi dianggap perlu untuk memberikan tafsir 
konstitusional terhadap pasal terkait agar tidak ada lagi warga 
negara yang terkebiri hak konstitusionalnya atas berlakunya 
pasal tersebut. 
Dengan terpenuhinya legal standing dan alasan-alasan 
permohonan yang dinyatakan memiliki kredibelitas serta 
memberikan bukti-bukti yang kuat. Kemudian Mahkamah 
menganggap perlu untuk melakukan uji materi muatan Pasal 
263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 
ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 281 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945), dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis 
deskripsikan dengan terperinci di atas. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut penulis 
memiliki persamaan pendapat dengan pertimbangan hakim 
Mahkamah konstitusi tersebut. Karena jika ditinjau dari asas 
kebermanfaatan suatu undang-undang baik secara filosofis, 
yuridis, dan sosiologis memang Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik 
kepada terpidana maupun kepada Jaksa Penuntut Umum yang 
mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum 
luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum 
tetap.  
Kemudian terhadap putusan bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan, jika dilihat dari 
perspektif Jaksa Penuntut Umum maka dapat mengajukan 
banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan 
dari perspektif terpidana atau ahli warisnya yang dirasa tidak 
memberikan keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan 
upaya hukum peninjauan kembali. 
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Dengan demikian penulis berpendapat bahwa Keputusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut 
telah memenuhi minimal tiga syarat-syarat pemberlakuan 
undang-undang yang baik. Pertama, secara filosofis keputusan 
tersebut dibentuk atas pertimbangan pandangan hidup, 
kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan 
serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila 
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
15
 Kemudian Pasal 263 ayat (1) tersebut 
muncul dalam KUHAP yaitu untuk menjamin hak 
konstitusional warga negara, meninjau kembali putusan hakim 
jika dirasa ada unsur kekeliruan atau ketidakadilan hakim dan 
menjamin hak asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD 
1945. Karena putusan pidana adalah suatu hukum yang 
berkaitan dengan jiwa manusia yang tidak bisa digantikan 
dengan suatu apapun, sehingga sekecil apapun kesalahan 
hakim dalam memutus perkara harus di amati kembali secara 
detail. Peristiwa inilah munculnya pasal mengenai upaya 
hukum baik biasa atau luar biasa dalam KUHAP.   
Kedua, secara yuridis keputusan tersebut dibuat untuk 
mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga 
tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan kembali. 
Ketiga, secara sosiologis keputusan tersebut diyakini akan 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek 
dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. 
Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut, penulis 
menyakini bahwa keputusan tersebut telah memenuhi rasa 
keadilan dan dapat memberikan kepastian hukum di 
masyarakat, khususnya bagi pemohon dan keluarganya yang 
selama ini merasa dirugikan dengan multitafsirnya Pasal 263 
ayat (1) KUHAP tersebut. 
 
                                                 
           
15
 Muhammad Ishom, Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam), 
(Serang, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN “SMH” Banten, 2014), 
h. 174.   
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E. Penutup 
Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, pertimbangan 
hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa hak untuk 
mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah hak 
terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa Penuntut Umum. 
Karena ketika diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima, 
maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip yaitu 
pelanggaran terhadap subjek dan objek peninjauan kembali. 
Kedua, akibat hukum putusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP 
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu 
sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat 
dalam norma a quo. 
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